KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 537 TAHUN 2016
' TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH FAJRUL

Menimbang

Mengingat

ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ai

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini

memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan
sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Nomor:
Kd.10.23/2/PP.01.1/12A/2016 dan Nota Persetujuan Kepala
Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0281 /ND/IFM/2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebapaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama tentang Penetapan lzin Operasional Pendirian
Madrasah Aliyah Fajrul Islam Kota Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran’ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 494 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



o

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA R.EPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 537 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN DPERABIOHAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH FAJRUL ISLAM

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah Madrasah Aliyah Fajrul Islam
Nomor Statistik Madrasah 131232780030

Alamat Madrasah Rancabungur Legok Rt.02 Rw.01
’ Kelurahan Bungursari
Kecamatan Bungursari

Kota Tasikmalaya

Provinsi Jawa Barat
Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Fajrul Islam Rancabungur
Akte Notaris Organisasi Heri Hendriyana, SH.,MH
Penyelenggara Nomor : 207 Tanggal 13 Juni 2013
Pengesahan Akte Notaris AHU-4590.AH.01.04.Tahun 2013
Organisasi Penyelenggara Tanggal 15 Agustus 2013
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4590.AH.01.04. Tahun 2013

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Memhacs. : Surat permohonan dari Notaris Heri Hendriyana. SH., MH Nomor 317/HH/VI/2013
tanggal 25 Juni 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang
diterima tanggal 26 Juni 2013,

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4894);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

5, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN FAJRUL ISLAM RANCABUNGUR
NPWP : 31.431.776.9-425.000

Berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor
207 tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh Notaris Heri Hendriyana, SH., MH
berkedudukan di Kota Tasikmalaya.

KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada t:mgga] 15 Agustus 2013

A.n. MENTERI HUKUM D I MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR J EEL STRASI HUKUM UMUM
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